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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Unsur yang paling penting dalam berlangsungnya pemerintahan 
dan pembangunan dalam suatu organisasi adalah tidak lepas dari peran 
Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2014:10) 
MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 
agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 
karyawan, dan masyarakat. Peran tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 4, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2 dan 3,  Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur 
Sipil Negara disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
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pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
Organisasi pemerintah ataupun swasta untuk mencapai suatu 
tujuan perlu melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh sekelompok 
orang yang ada diorganisasi tersebut. Keberhasilan suatu organisasi dalam 
melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari kinerja pegawainya. Salah satu 
cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai 
adalah dengan melalui budaya kerja, promosi jabatan, dan pelatihan 
pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi. 
Budaya kerja berkaitan erat dengan perilaku dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Perilaku ini merupakan cerminan dari sikap kerja yang didasari 
oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu. 
Seperti yang diungkapkan Budi Purnomo, Amin Wahyudi, dan  
Suprayitno (2016) budaya kerja akan menentukan apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; menentukan batas-
batas normatif perilaku anggota organisasi; menentukan sifat dan bentuk-
bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya 
kepemimpinan yang dapat diterima oleh para anggota organisasi dan 
menentukan cara-cara kerja yang tepat. 
Promosi jabatan juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi 
kinerja pegawai dimana pegawai yang belum dipromosikan jabatannya 
akan memotivasi diri dan meningkatkan kinerjanya. Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi seorang pegawai dipromosikan jabatannya adalah 
pengalaman kerja, kepangkatan dan pendidikan serta prestasi. Faktor yang 
berlatar pendidikan tinggi belum tentu di promosikan menduduki jabatan 
yang lebih tinggi, sebaliknya ada pegawai yang berlatar pendidikan rendah 
di promosikan menduduki jabatan yang tinggi karena lebih berpengalaman 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik (Indah A 
Kahiking, Silvya Mandey, dan Regina Saerang : 2017). 
Sebagai instansi pemerintah, Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di 
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Mempunyai 
misi yaitu salah satunya meningkatkan sistem pengelolaan keuangan 
daerah berbasis teknologi informasi. Merealisasikan misi tersebut 
hendaknya Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPPKAD) Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas pegawai. 
Peningkatan kualitas pegawai tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan. 
Pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan 
pegawai negeri sipil secara menyeluruh. 
Permasalahan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2012 yang dilihat dari sasaran yaitu, terciptanya perubahan pola pikir dan 
budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang mengembangkan sikap 
dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh 
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dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah berkaitan dengan kinerja 
pegawai yang masih belum berjalan secara optimal. Terlihat beberapa 
pegawai budaya kerjanya yang masih datang terlambat ke tempat kerja, 
tidak berangkat tanpa ada keterangan (alpha), dan beberapa pegawai yang 
pulang lebih awal. 
Tabel 1.1 
Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai 
LAPORAN RAKAPITULAASI KEHADIRAN PEGAWAI 
Periode: Januari 2018 
BPPKAD Kab. Kudus 
T1-15 1,80% 
T16-60 0,70% 
T61-120 0,21% 
T121-180 0,02% 
T > 180 0,01% 
P1-15 0,03% 
P16-60 0,01% 
P61-120 0,00% 
P121-180 0,02% 
P > 180 0,03% 
Sakit 0,59% 
Ijin 1,09% 
Alpha 0,36% 
Cuti 1,32% 
Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 Pasal 199, PNS dapat dipromosikan namun harus memiliki 
kompetensi sesuai klasifikasi jabatan, memenuhi kewajiban 
pengembangan kompetensi, dan memiliki penilaian kinerja paling kurang 
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Badan Pengelolaan Pendapatan, 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPAD) Kabupaten Kudus dalam promosi 
jabatan yang dilakukan karena sesuai kebutuhan, misalnya ada pejabat 
yang pensiun kemudian kekosongan jabatan dan dilakukan promosi 
jabatan untuk pegawai yang cakap, berprestasi, dan pantas untuk menjabat 
di posisi tersebut, padahal setiap pegawai merasa prestasi kerjanya tinggi 
sangat menginginkan promosi jabatan, karena promosi jabatan dipandang 
sebagai penghargaan atas keberhasilannya menunjukkan prestasi kerja 
yang lebih tinggi, sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuan dan 
potensi pegawai yang bersangkutan untuk menduduki posisi yang lebih 
tinggi dalam perusahaan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 
Tahun 2000, yang dilihat dari sasaran yaitu, terwujudnya PNS yang 
memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-
masing. Pelatihan di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPAD) diadakan karena ada peraturan baru atau program baru, 
dan penyelenggaraan pelatihan di Instansi hanya diberikan oleh pegawai 
yang memiliki jabatan tertentu. 
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Tabel 1.2 
Jumlah PNS Mengikuti Diklat Struktural 
Sumber: BPPKAD Kab. Kudus  
Berdasarkan uraian di atas peneliti memandang perlu untuk 
mengadakan penelitian tentang “Analisis Kinerja Pegawai yang 
Dipengaruhi oleh Budaya Kerja, Promosi Jabatan, dan Pelatihan 
pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kudus”. 
1.2 Ruang Lingkup 
Berdasarkan dengan judul yang diambil penulis menentukan ruang 
lingkup penelitian diantaranya adalah: 
1. Objek penelitian pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan 
dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus merupakan salah 
satu instansi pemerintah yang menangani pengelolaan keuangan 
daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. 
2. Responden yang diteliti adalah seluruh pegawai pada Badan 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, kecuali: 
JUMLAH PNS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL 
Maret 2018 
BPPKAD KAB. KUDUS 
DIKLAT 
PIM TK 
IV 
DIKLAT 
PIM TK 
III 
DIKLAT 
PIM TK II 
SEPADA/ 
ADUM 
SEPALA/ 
ADUMLA 
SEPADYA/ 
SPAMA 
TOTAL 
19 7 0 7 0 0 33 
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Bukan Kepala Badan, Bukan Sekretaris Badan, Bukan Kepala Sub 
Bagian, Bukan Kepala Bidang, dan Bukan Kepala Subbidang 
3. Variabel yang diteliti membahas tentang budaya kerja, promosi 
jabatan, dan pelatihan sebagai variabel independen, serta kinerja 
pegawai sebagai variabel dependen. 
4. Target Penyelesaian: penelitian ini dilakukan selama 4 bulan 
setelah proposal disetujui. 
1.3 Perumusan Masalah Penelitian 
1.3.1 Permasalahan Penelitian 
Permasalahan yang diperhatikan di Badan Pengelolaan 
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah: 
1. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2012 yang dilihat dari sasaran yaitu, terciptanya perubahan pola 
pikir dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang 
mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada 
hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan 
kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Kudus adalah berkaitan dengan kinerja 
pegawai yang masih belum berjalan secara optimal. Terlihat 
beberapa pegawai budaya kerjanya yang masih datang terlambat 
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ke tempat kerja, tidak berangkat tanpa ada keterangan (alpha), 
dan beberapa pegawai yang pulang lebih awal.  
2. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 Pasal 199, PNS dapat dipromosikan namun harus 
memiliki kompetensi sesuai klasifikasi jabatan, memenuhi 
kewajiban pengembangan kompetensi, dan memiliki penilaian 
kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 
(BPPAD) Kabupaten Kudus dalam promosi jabatan yang 
dilakukan karena sesuai kebutuhan, misalnya ada pejabat yang 
pensiun kemudian kekosongan jabatan dan dilakukan promosi 
jabatan untuk pegawai yang cakap, berprestasi, dan pantas untuk 
menjabat di posisi tersebut. 
3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 
Tahun 2000, yang dilihat dari sasaran yaitu, terwujudnya PNS 
yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan 
jabatan masing-masing. Pelatihan di Badan Pengelolaan 
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPAD) diadakan 
karena ada peraturan baru atau program baru, dan 
penyelenggaraan pelatihan di Instansi hanya diberikan oleh 
pegawai yang memiliki jabatan tertentu. 
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1.3.2 Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian maka 
penulis dapat merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai 
berikut ini: 
a. Apakah budaya kerja, promosi jabatan, dan pelatihan 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus 
secara parsial? 
b. Apakah budaya kerja, promosi jabatan, dan pelatihan 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus 
secara berganda? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kinerja 
pegawai yang dipengaruhi oleh budaya kerja, promosi jabatan, dan 
pelatihan studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Kudus. 
a. Menganalisis pengaruh budaya kerja, promosi jabatan, dan 
pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus secara 
parsial. 
b. Menganalisis pengaruh budaya kerja, promosi jabatan, dan 
pelatihan tehadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan 
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Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus secara 
berganda. 
1.5 Manfaat Penelitian 
1.5.1 Manfaat Teoritis 
Mampu menambah wawasan kajian ilmu manajemen sumber daya 
manusia yang dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lebih lanjut. 
Diharapkan dapat memberi sumber pikiran dan masukan untuk 
memperbaiki budaya kerja, promosi jabatan, dan pelatihan. Menambah 
wawasan kajian ilmu sumber daya manusia khususnya menyangkut 
hubungan budaya kerja, promosi jabatan, dan pelatihan terhadap kinerja 
pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kudus yang dapat dijadikan rujukan tentang penelitian dimasa 
depan. 
1.5.2 Manfaat Praktis 
Memberi deskripsi dan memberi informasi mengenai budaya kerja, 
promosi jabatan, dan pelatihan terhadap kinerja pegawai Badan 
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. 
Mengetahui  dan mencari informasi tentang bagaimana budaya kerja, 
promosi jabatan, dan pelatihan terhadap kinerja pegawai Badan 
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. 
 
